
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITAS JAYABAYA 
BERITAS ACARA PERKULIAHAN 

SMESTER GENAP   TAHUN AKADEMIK 2023/2024 
FAKULTAS HUKUM (JENJANG S1)  

 

Nama Dosen: Harwita Sari, S.H, M.A (in law)  
NIDN:  0310116609 
Matakuliah: HUKUM EKSTRADISI  

No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

1 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 

PENDAHULUAN 
 Pengenalan Mata Kuliah Hukum Ekstradisi dan Kontrak 

Perkuliahan  
 Penjelasan literatur yang digunakan  
 Penjelasan Silabus Hukum Ekstradisi 
 Arti Pentingnya Mahasiswa mengetahui tentang Ekstradisi 

 
 

 
     

 
 
 

1 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 

\Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 

setiap 
Perkuliahan 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

2 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

LANJUTAN  
 Pengertian ekstradisi 
 Ekstradisi menurut UU No.1/1979; 
 Obyek dan ruang lingkup ekstradisi 
 Fungsi tujuan Ekstradisi; 
 Unsur-unsur Ekstradisi 
 

 

 
 
 

2 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 

setiap 
Perkuliahan 

3 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

TINDAKAN-TINDAKAN SELAIN EKSTRADISI 
A. Persona non Grata 
B. Deportasi 

 
 

 
 
 

3 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 

setiap 
Perkuliahan 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

 2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

4 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

SUMBER HUKUM FORMAL EKSTRADISI 
a. Yang bersumber dari Hukum Internasional 
b. Yang berkaitan dengan Hukum Nasional  
c. Ekstradisi  sebagai hokum kebiasaan Internasional 
 
 

 
 
 

4 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 

setiap 
Perkuliahan 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

5 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 
 

ASAS-ASAS EKSTRADISI 
a. Asas double criminalitas (kejahatan ganda) 
- Pengertian 
- Sistim daftar 
- Sstim tanpa daftar 
- Sistim kombinasi 

 
b. Asas kekhususan 
- Pengertian 
- Ruang lingkup 

 
 

 

 
 
 
 

5 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 

setiap 
Perkuliahan 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

6 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

LANJUTAN 
 Asas nebis in idem 

- pengertian 
 Asas daluarsa 

- Pengertian 
- Hukum negara mana yang berlaku 
- Pengecualian  

 

6 
 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

 
Materi  Ajar 

PPT Dibagikan 
setiap 

Perkuliahan 

7 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 

LANJUTAN 
 Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri 

- Latar belakang 
 Asas tidak mengekstradisi kejahatan politik 

7 1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

 - Pengertian kejahatan politik 
- Latar belakang pengecualian 

 
 
 

2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi  

8 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 

 

UjianTengah Semester 8   

9  
Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

EKSTRADISI DAN KEJAHATAN YANG DIANCAM HUKUMAN 
MATI 

a. Pro dan kontra hukuman mati 
b. Pengaturan dalam perjanjian ekstradisi 
c. Dilema kejahatan yang diancam hukuman mati dalam teori 

dan praktek ekstradisi 
 

 
9 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 
setiap 
Perkuliahan 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

10  
Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

EKTRADISI DALAM BERBAGAI PERATURAN DALAM 
LINGKUP NASIONAL,  
 Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 

- Ruang lingkup 
- Asas-asas ekstradisi menurut UU no 1 tahun 1979 

  

 
 
 

10 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 
setiap 
Perkuliahan 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

11 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 

 

LANJUTAN 
 Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 

- Kejahatan dengan hukuman mati menurut UU no 1 tahun 
1979 

- Syarat-syarat Ekstradisi 
- Kejahatan-kejahatan yang bias diekstradisi 

 
 

 
 
 

11 

1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 
setiap 
Perkuliahan 
 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

12 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

PROSEDUR PERMINTAAN EKSTRADISI 
a. Prosedur pengajuan ekstradisi oleh negara peminta kepada 
pemerintah 
Indonesia 
b. Prosedur pengajuan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia 
kepada 
negara lain 
 
 

 
 
 

12 

 
1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 
setiap 
Perkuliahan 

 

13 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

EKTRADISI DALAM BERBAGAI PERATURAN DALAM 
LINGKUP BILATERAL 

a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai 
Ektradisi 

13 1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 
setiap 
Perkuliahan 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi antara Pemerintah RI 
dan Republik Philipina 

c. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

14 Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

LANJUTAN 
 Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan 

Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan 
Thailand Tentang ektradisi 

 Perjanjian-perjanjian bilateral terbaru  
 

 

14 1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum 
Internasional dan Hukum 
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
1990 
2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan 
Perlindungan Atas Hak-Hak 
Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 
3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum 
Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang 
ektradisi 

Materi  Ajar 
PPT Dibagikan 
setiap 
Perkuliahan 

 



No Hari / Tgl/ jam  Materi  Daftar Buku Keterangan 
 

2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia 
mengenai Ektradisi 
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang 
Pengesahan Perjanjian ektradisi 
antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang 
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 

15  Rabu 
  
Jam 09.40-
10.20 
 

PRESENTASI TUGAS 15  Dari Tugas 
Essay 
masing 
masing 

Mahasiswa 
 

 
 

  Mengetahui                                                                                                                                                                                                  Jakarta ,       2024 

 Dekan                                                                                                                                                                                                            Dosen Pengampu  

 

                   

(Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., M.Hum)                                                                                                                                                (Harwita Sari, S.H, M.A) 

 



DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GENAP  2023/2024

No N I M NAMA MAHASISWA

Hal : 1 / 1.

KOMPONEN NILAI ANGKA NILAI AKHIR

UTS
30%

UAS
40%

ANGKA
100%

HURUF
HADIR
10%

TUGAS
20%

PROGRAM STUDI
MATAKULIAH    
KELAS 
PESERTA
DOSEN

ILMU HUKUM S1
HN56152 HUKUM EKSTRADISI
05
5  
Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H.
HARWITA SARI, SH, MA (in law)

:
:
:
:
:

1 2021330050068   BILLY ANGGI YUARI BAKAR 0 0 0 016

2 2022330050065   H. MOHAMAD ALY SHOBAT 88 88 88 89.2 A16

3 2022330050088   IMAM MUJAHIDIN FAHMID 0 0 0 016

4 2022330050090   ALI JAMIL HARAHAP 84 84 86 86.4 A16

5 2022330050098   RICKY PRAMOEDYA HERMAWAN 86 86 86 87.4 A16

Jakarta, 15 Agustus 2024
Dosen Penguji,

( HARWITA SARI, SH, MA (in law) )

Wakil Dekan I

( NUR LIAN, S.H., M.H., M.Kn )

Mengetahui,
Ka.Biro Administrasi Akademik

Universitas Jayabaya

( ZULKIFLI, SH.,MH )


